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ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia. Untuk
mengakomodasi umat Islam, pemerintah mengatur regulasi yang menyangkut hak dan
kewajiban umat Islam. Ibadah wajib umat Islam tidak melulu soal kesalihan pribadi. Ada
zakat dan juga haji yang melibatkan banyak orang. Oleh sebab itu, pemerintah mengatur
mengenai kedua ibadah tersebut secara sistematis. Adanya KMA Nomor 333 Tahun 2015
Tentang Pedoman Pemberian lIzin Lembaga Amil Zakat dijadikan sebagai pernyataan
penegas dari pemerintah agar menciptakan LAZ yang kredibel dan terpercaya. Dengan
adanya KMA tersebut, ada dua masalah yang harus dikaji, yakni implementasi KMA Nomor
333 Tahun 2015 di DIY, khususnya pada penindakan hukum bagi LAZ yang berdiri tanpa
mengacu KMA Nomor 333 Tahun 2015, dan dampak yang dihasilkan dari adanya KMA
tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu politik, dengan teori kebijakan
substantif, yakni suatu kebijakan dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh
pemerintah. Pengumpulan data dilakukan melalui kepustakaan dan penelitian lapangan.
Adapun untuk teknik pengolahan datanya menggunakan analisis deskritptif. Proses analisis
bersifat induktif, yaitu dengan mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasikannya serta
menganalisis implementasi dan pengaruh yang diberikan oleh KMA Nomor 333 Tahun 2015
terhadap pendistribusian zakat di DIY. Hasil penelitian ini memperlihatkan pengaruh positif
yang ditimbulkan oleh KMA Nomor 333 Tahun 2015.

Dalam realisasinya, LAZ-LAZ di DIY yang terpengaruh oleh KMA Nomor 333
Tahun 2015 menjadi lebih kredibel dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu,
LAZ-LAZ di DIY juga mengalami peningkatan dalam pendistribusian zakat. Meskipun ada
beberapa kesulitan yang dialami LAZ-LAZ tersebut, di antaranya adalah membuat cabang
LAZ berskala daerah karena persyaratan yang cukup berat, dan membuat LAZ-LAZ yang
tidak memenuhi syarat harus membubarkan diri atau hanya menjadi mitra bagi LAZ-LAZ
yang sudah memenuhi syarat pemerintah.

Kata kunci: Implementasi, Keputusan Menteri Agama, Distribusi Zakat, Lembaga Amil

Zakat, Daerah Istimewa Yogyakarta.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Hurqf Latin Keterangan
! i dilarl-:)da?:;kan )
< Ba’ B be
o Ta’ U Te
<& Sa’ S es (dengan titik di atas)
d Jim J Je
C Ha H ha dengan titik di bawah
’C Kha Kh ka-ha
E) Dal D De
3 Zal Z zet dengan titik di atas
) Ra’ R Er
3 Zai Z Zet
o Sin S Es
g3 Syin Sy es-ye
P Sad S es (dengan titik di bawah)
P Dad D de (dengan titik di bawah)
b Ta’ T te (dengan titik di bawah)
b Za’ Z zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain ‘ Koma terbalik di atas
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¢ Gain G Ge
S Fa’ F Ef
é Qaf Q Ki
& Kaf K Ka
J Lam L El
3 Mim M Em
o Nun N En
9 Wau W We
A Ha’ H Ha
s Hamzah ‘ Apostrof
T ¥ Y Ya
B. Vokal
1. Vokal Tunggal
Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama
Gm——————— Fathah A A
H————————|8 Kasrah I |
e Dammah U U
Contoh:
<8 —> kataba Jow — suila
2. Vokal Rangkap
| Tanda | Nama | Huruf Latin Nama
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G Fatkhah dan ya Ai a-i

9 Fatkhah dan wau Au a-u
3. Vokal Panjang

Tanda Nama Huruf Latin Nama

i Fatkhah dan alif A a dengan garis di atas
€ Fatkhah dan ya A a dengan garis di atas
S Kasrah dan ya I i dengan garis di atas
3 Zammah dan ya U u dengan garis di atas
Contoh :

Jo— qala

&) —>» rama

C. Ta’ Marbugah

J-p,é — gila

«.J}a-i —>  yaqilu

1. Transliterasi ta’ marbuzah hidup

Ta’ marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah

transliterasinya adalah “t”.

2. Transliterasi ta’ marbu fah mati

Ta’ marbufah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh:

d>db—> ralmh

3. Jika ta’ marbuzah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al-", dan bacaannya

terpisah, maka ta’ marbufah tersebut ditransliterasikan dengan “ha”/h.
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Contoh:

JubYl irgy — rauchhal-agal

8ysadl dudad\  —> al-Madinah al-Munawwarah

D. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)
Transliterasi syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika
berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

JP —> nazzala

},J\ — al-birru

E. Kata Sandang “J!”
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu “J". Namun

dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf
Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.
1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan
bunyinya yaitu “J” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti
kata sandang tersebut.

Contoh:

Jor—>  ar-rajulu

ddsdl—>  as-sayyidatu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan
aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh
huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata
yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

P.LEJ\ — al-galamu

@.\.,5\ — al-badi’u

F. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun
itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal
kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

S ew —> syai'un
Sl — umirtu

codl — an-nau'u

G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf
kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan
dalam PUEBI. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali

jika terletak pada permulaan kalimat.
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Contoh:

J}“’) ¥l desws Ly —>  Wama Muhammadun illa rasil

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.
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HALAMAN MOTTO

“Rugi-untungnya perjuangan, harus dihitung dari rugi-untungnya Islam.”

Prawoto Mangkusasmito
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HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk yang selalu memberi dukungan dalam perjuangan. Untuk yang selalu
menghibur di kala susah. Untuk yang menjadi penyempurna di kala senang. Untuk
istri tercinta Dina Qoyima dan si kembar Isham Mahmud Nuruddin dan Ishmat

Mahmud Badaruddin.
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KATA PENGANTAR
ol el A sy
Ol yall g elasl) Ca i) e 2Dl g 33l g Cppallall o i sl
amlal | (pmenl damia g all e g deaa Lo

Puji syukur ke hadirat Allah swt. yang telah menciptakan setiap makhluk-Nya
sesuai fitrah masing-masing. Dia-lah  Yang Menggenggam timur dan barat,
mengaruniakan akal bagi manusia untuk berfikir. Berkat, rahmat dan hidayah-Nya
Karya Tulis llmiah ini dapat diselesaikan, guna melengkapi persyaratan untuk
memperoleh gelar Magister Hukum Islam strata dua (S2) pada Program Studi
Magister Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari‘ah dan

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad
saw., nabi akhir zaman yang telah membawa dunia yang jahiliyah kepada zaman
yang terang benderang. Semoga sholawat serta salam juga terlimpahkan kepada
keluarganya, para sahabatnya, tabi’in, tabi’ut tabi’in, dan juga kepada kita para

umatnya yang senantiasa istigamah hingga Hari Akhir. Amin.

Dalam menyelesaikan tugas tesis ini, tidak terlepas atas peran serta bantuan,
dorongan moral serta bimbingan dari berbagai pihak yang peduli terhadap studi

penulis di kampus UIN Sunan Kalijaga ini, serta tekad yang kuat dari penulis untuk
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang mayoritas muslim. Untuk
mengakomodasi umat Islam, pemerintah mengatur regulasi yang menyangkut hak
dan kewajiban umat Islam. Oleh sebab itu, pemerintah mengatur mengenai kedua
ibadah tersebut secara sistematis. Zakat sendiri telah diatur lewat Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Zakat berbeda dengan pajak, meskipun di Indonesia keduanya diatur oleh
pemerintah. Zakat dikhususkan sebagai pemerataan ekonomi yang orisinal lahir dari
syari’at Islam yang alurnya berawal dari si kaya kepada si miskin. Berbagai upaya
pengentasan kemiskinan di Indonesia telah dilakukan. Pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta (D1Y) juga kesulitan menangani hal ini, sebagaimana dilansir oleh situs
RRI, bahwa dalam 10 tahun terakhir pengurangan kemiskinan di DIY rata-rata hanya
antara 0,41 % hingga 0,44 %." Artinya sekalipun mengalami penurunan, jumlahnya
tidak signifikan. Apalagi dalam kurun waktu yang tidak sebentar, yakni selama
sepuluh tahun. Secara data, kemiskinan memang menjadi sesuatu yang sulit
dihilangkan, atau setidaknya dikurangi di Indonesia pada umumnya, dan di DIY pada

khususnya. Pemerintah DIY sendiri menargetkan dalam Rencana Pembangunan

1 RRI, “Pemda  DIY  Sulit  Turunkan  Angka  Kemiskinan”,  dalam
http://www.rri.co.id/yogyakarta/post/berita/104755/ekonomi/pemda_diy sulit turunkan _angka kemis
kinan.html diakses pada 4 Juni 2015 pukul 21.35.




Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2017 -2022, kemiskinan akan menjadi 7

persen pada tahun 2022.2

Zakat dalam perjalanan sejarahnya pernah menjadi solusi untuk pengentasan
kemiskinan. Sejarah Peradaban Islam mencatat di masa Khulafaur Rasyidin, hingga
khilafah terakhir yang diwakili olen Khilafah Utsmani, zakat menjadi sistem utama
dalam mengentaskan kemiskinan. Baitul mal sebagai pengelola keuangan negara
yang juga termasuk zakat di dalamnya, berhasil menjadi penjaga kestabilan ekonomi
negara. Hal ini yang kemudian diadopsi di Indonesia. Dengan sangat bijak,

pemerintah Indonesia membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

BAZNAS sendiri merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk
oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang
memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah
(Z1S) pada tingkat nasional.* Zakat yang berarti memberikan kesuburan, keberkahan,
dan kesucian sebagaimana yang diutarakan oleh Wahbah az-Zuhaili* diharapkan
akan meratakan status perekonomian penduduk suatu negara. Oleh karena
pendistribusian zakat yang telah diatur dalam al-Quran kepada delapan orang yang
dipandang berhak menerimanya atau disebut juga asnaf, maka hal ini akan
menciptakan pemerataan ekonomi antar individu. BAZNAS sebagai pengelola

penyaluran dan distribusi zakat di atas kertas berperan vital dalam pemerataan

2 Kumparan, “Pemerintah DIY Targetkan Angka Kemiskinan Turun 7 Persen”, dalam
https://kumparan.com/tugujogja/pemerintah-diy-targetkan-kemiskinan-turun-jadi-7-persen?ref=rel
diakses pada 16 Juli 2018 pukul 23.10.

® BAZNAS, “Profil BAZNAS”, dalam http:/pusat.Baznas.go.id/profil/ diakses pada 25
November 2017 pukul 21.44.

* Wahbah Az-Zuhaili, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, terj. Agus Efendi dan Baharuddin
Fananny, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), him. 3.
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ekonomi bagi suatu daerah yang pada gilirannya haruslah menciptakan pengentasan

kemiskinan.

Kesulitan dialami oleh BAZNAS karena harus bekerja sendiri. Mulailah
bermunculan Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta yang di antaranya ada yang cepat
berkembang dan segera membuka cabang di beberapa daerah. Awalnya memang
tidak ada aturan khusus yang mengatur pendirian LAZ, hingga akhirnya pemerintah,
tepatnya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, menerbitkan regulasi baru soal
pendirian LAZ. Direktur Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama RI Jaja Jaelani
mengatakan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 333 Tahun 2015 merupakan
turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 pedoman pemberian
izin LAZ. Dalam regulasi baru ini, ada tiga tingkatan LAZ, yaitu LAZ Nasional
(Laznas), LAZ provinsi, dan LAZ kabupaten/kota. > Salah satu persyaratan yang
tercantum dalam KMA Nomor 333 Tahun 2015 adalah adanya batasan
penghimpunan dana minimal Rp 50 miliar untuk Laznas, Rp 20 miliar untuk LAZ

provinsi, dan Rp 3 miliar untuk LAZ Kabupaten/kota.®

Tujuan pemerintah tentu saja sesungguhnya baik, karena menghendaki
adanya sistem yang rapi dan tidak sembarangan dalam hal pengelolaan harta umat,
apalagi ini menyangkut ibadah sebuah umat beragama. Tetapi, tidak semua
keputusan yang bertujuan baik, melahirkan praktik di lapangan yang baik pula.

Dengan adanya peraturan baru ini, memungkinkan macetnya sirkulasi zakat,

> Republika, “Kemenag Terbitkan Aturan Baru Untuk LAZ”, dalam
http://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/16/01/08/00m8gd9-kemenag-terbitkan-aturan-
baru-untuk-laz diakses tanggal 26 November 2017.

® Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin
Pembentukan Lembaga Amil Zakat.



http://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/16/01/08/o0m8gd9-kemenag-terbitkan-aturan-baru-untuk-laz
http://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/16/01/08/o0m8gd9-kemenag-terbitkan-aturan-baru-untuk-laz

khususnya di daerah-daerah terpencil. Adanya LAZ swasta sejatinya sangat
membantu produktivitas pendistribusian zakat di daerah-daerah terpencil. Namun,
dengan adanya pembatasan pembentukan LAZ mengacu pada penghimpunan dana
minimal setiap tingkatannya, menyulitkan beberapa pihak yang ingin mendirikan
LAZ di daerah masing-masing karena mengetahui potensi zakatnya, tetapi tidak
mampu memenuhi ambang batas penghimpunan dana. Belum lagi jika melihat
ketentuan pidana pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat pada Pasal 41, berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan

paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),”’

Sedangkan Pasal 38 berbunyi:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan
pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat
yang berwenang.”®

Topik kajian tentang pengelolaan zakat sudah sangat sering dikaji, tetapi
tidak semuanya menjadi perhatian pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kinerja
pengelola zakat. Adapun peran yang dipaparkan oleh Baznas sendiri di dalam situs
resminya, hanya bersifat penjelasan secara teoretik dan sebatas pengenalan Baznas
kepada masyarakat luas, bukan sebagai penelitian.® Distribusi zakat di DIY terbilang

tidak optimal, karena dari potensi zakat yang lebih dari 200 triliun, penghimpunan

” Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
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Ibid.

° BAZNAS, “Peran BAZNAS sebagai Lembaga Nonstruktural dalam Penanggulangan
Kemiskinan”, dalam http://pusat.Baznas.go.id/berita-artikel/peran-Baznas-sebagai-lembaga-

nonstruktural-dalam-penanggulangan-kemiskinan/ diakses tanggal 26 November 2017.



http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/peran-baznas-sebagai-lembaga-nonstruktural-dalam-penanggulangan-kemiskinan/
http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/peran-baznas-sebagai-lembaga-nonstruktural-dalam-penanggulangan-kemiskinan/

olen BAZNAS di tahun 2016 tidak sampai 10 miliar. Padahal, tahun 2016 adalah
tahun pertama penerapan KMA Nomor 333 Tahun 2015.

Kajian yang diambil penulis ini berfungsi mengajak pihak-pihak terkait agar
semakin solid bekerjasama dalam pengelolaan zakat sebagai elemen pengentasan
kemiskinan di negara ini. Maka, dengan judul IMPLEMENTASI KEPUTUSAN
MENTERI AGAMA NOMOR 333 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN IZIN PEMBENTUKAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DAN
PENGARUHNYA TERHADAP DISTRIBUSI ZAKAT DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA, penulis berharap mendapat solusi bila terjadi masalah pada

pendistribusian zakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat di atas, penulis ingin mengapungkan rumusan

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi KMA Nomor 333 Tahun 2015 di DIY, khususnya
pada penindakan hukum bagi LAZ yang berdiri tanpa mengacu KMA Nomor
333 Tahun 2015?

2. Apa dampak yang dihasilkan oleh KMA Nomor 333 Tahun 2015 terhadap

pendistribusian zakat olenh LAZ-LAZ di DIY?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian



Adapun tujuan dalam pembuatan tesis adalah:

a. Untuk mengetahui implementasi KMA Nomor 333 Tahun 2015 di DIY,
khususnya pada penindakan hukum bagi LAZ yang berdiri tanpa
mengacu KMA Nomor 333 Tahun 2015.

b. Untuk mengetahui dampak terhadap distribusi zakat yang diterima LAZ-
LAZ di DIY setelah adanya KMA Nomor 333 Tahun 2015.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi

pihak-pihak terkait:

a. Bagi Praktisi

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi acuan bagi para praktisi baik
yang berkecimpung di bidang hukum tatanegara, maupun di bidang ekonomi

syari’ah agar dapat membuat formula terbaik pengelolaan zakat di Indonesia.

b. Bagi Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan lebih

tentang pengelolaan zakat yang diharapkan akan lebih baik di Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Telaah pustaka adalah untuk mendapatkan gambaran umum tentang topik
yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti

sebelumnya, sehingga tidak melakukan pengulangan yang tidak perlu. Sepanjang



pengetahuan penulis, setelah melakukan pencarian di perpustakaan maupun
menggunakan fasilitas google scholar, ditemukan penelitian sejenis. Ada beberapa
karya tulis yang mendekati bahasan yang akan dikaji oleh penulis, yakni:

Nasher Akbar'® dengan jurnal “Analisis Efisiensi Pengelola Zakat Nasional
dengan Pendekatan Data Envelopment Analisis”. Penelitian ini mengangkat
pembahasan penggunaan Data Envelopment Analysis (DEA) dengan pendekatan
produksi. DEA merupakan metode nonparametrik yang digunakan untuk mengukur
tingkat efisiensi unit pengambil keputusan secara relatif. Metode ini mengukur rasio
antara output dan input yang diperbandingkan antar OPZ yang diteliti. Variabel
output yang digunakan meliputi dana terhimpun dan dana tersalurkan, sedangkan
input-nya adalah biaya personalia, biaya sosialisasi dan biaya operasional lainnya.
Hasilnya menunjukkan bahwa efisiensi OPZ pada tahun 2005 masih lebih baik dari
tahun 2006 dan 2007 baik secara teknis (94,52%), skala (75%), dan overall
(71,27%). Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian
ini membahas mengenai implementasi metode, sedangkan dalam penelitian penulis
adalah implementasi kebijakan.

Ancas Sulchantifa'" dengan judul tesis “Pelaksanaan Pengelolaan Zakat
Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi
di BAZ Kota Semarang)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris.
Kajiannya difokuskan kepada kinerja BAZ Kota Semarang yang menemukan banyak

permasalahan di lapangan seperti aliran zakat yang masuk ke BAZ Kota Semarang

10 Nasher Akbar, Analisis Efisiensi Pengelola Zakat Nasional dengan Pendekatan Data
Envelopment Analisis, Jurnal Islamic Finance and Business Review Vol. 4, STEI Tazkia, 2009.

1 Supriyono, Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun
1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi di BAZ Kota Semarang), Tesis Magister Ekonomi Universitas
Diponegoro Semarang, 2011.



terkadang macet karena beberapa kendala. Di BAZ Kota Semarang, pendayagunaan
hasil penerimaan zakat telah sesuai dengan ketentuan agama yaitu meliputi delapan
ashnaf. Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang regulasi di bidang zakat,
sebagaimana penelitian penulis. Namun, penelitian ini meneliti Undang-Undang
yang sudah diamandemen, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah
meneliti regulasi yang baru dan hanya setingkat keputusan menteri.

Abdul Latif'® dengan judul tesis “Analisis Keberhasilan Siskohat Kanwil
Kementerian Agama Provinsi DIY”. Tesis ini menganalisis keberhasilan Sistem
Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dalam penggunaannya di zaman sekarang
yang difokuskan pada Kanwil Kemenag DIY. Penelitian ini diadaptasi dari penelitian
yang dilakukan oleh Livari (2005) dengan menambahkan konstruk sampai ke
dampak organisasional tetapi tidak mengukur kualitas informasi terhadap kepuasan
pengguna dan kualitas sistem terhadap penggunaan. Penelitian ini menganalisis
keberhasilan program dari Kementerian Agama, sedangkan penulis menganalisis

efektivitas implementasi Keputusan Menteri Agama.

Penelitian penulis berfokus pada dampak yang muncul setelah pemberlakuan
KMA Nomor 33 Tahun 2015. Apakah yang terjadi setelah adanya keputusan tersebut
potensi zakat semakin dapat teroptimalkan, atau justru sebaliknya. Maka penelitian
ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana dampak positif atau negatif yang
timbul. BAZNAS, sebagaimana dilansir olen Tempo, menunjukkan fakta bahwa

Indonesia memiliki potensi zakat sebesar Rp217 triliun, sedangkan pada tahun 2016

12 Abdul Latif, Analisis Keberhasilan Siskohat Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY,
Tesis Magister Akuntansi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013.



zakat yang masuk ke BAZNAS hanya sejumlah Rp5 triliun.* Menurut Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY Muhammad Lutfi Hamid, pengelolaan
zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta belum optimal karena banyak lembaga amil
zakat yang tidak melapor ke Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa

Yogyakarta.*
E. Kerangka Teoretik

Sebagaimana judul penelitian, ada tiga variabel dalam penelitian penulis,
yakni implementasi, KMA Nomor 333 Tahun 2015, dan dampak dari KMA Nomor
333 Tahun 2015 terhadap pendistribusian zakat di DIY. Implementasi kebijakan
adalah proses melakukan sesuatu sesuai dengan arahan dan regulasi dari pembuat
kebijakan, dalam hal ini Menteri Agama Republik Indonesia, sebagai pembuat
kebijakan yang berwujud KMA Nomor 333 Tahun 2015. Sedangkan dampak adalah
pengaruh yang mendatangkan akibat. Dalam hal ini, penulis meneliti dampak KMA
Nomor 333 Tahun 2015 terhadap pendistribusian zakat. Artinya, penulis ingin
mengemukakan hal pengaruh apa yang diberikan olen KMA, sehingga berakibat

pada positif atau negatifnya alur pendistribusian zakat di DIY.

Penulis mencoba menelisik kerangka teori apa yang dapat digunakan untuk
menganalisis implementasi KMA Nomor 333 Tahun 2015. Penulis menggunakan

kerangka berpikir dari George Edward Il tentang implementasi kebijakan. Meskipun

¥ Tempo.co, “Baznas Sebut Potensi Zakat Nasional Rp 271 Triliun”, dalam
https://bisnis.tempo.co/read/880413/Baznas-sebut-potensi-zakat-nasional-rp-271-triliun diakses
tanggal 4 Desember 2017.

Y Lugman Hakim, “Kemenag: pengelolaan zakat di DIY belum optimal”, dalam
https://www.antaranews.com/berita/649861/kemenag-pengelolaan-zakat-di-diy-belum-optimal
diakses tanggal 6 Desember 2017.



https://bisnis.tempo.co/read/880413/baznas-sebut-potensi-zakat-nasional-rp-271-triliun
https://www.antaranews.com/berita/649861/kemenag-pengelolaan-zakat-di-diy-belum-optimal
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teori yang dikemukakan oleh Edward IlI ini sudah berusia cukup tua, tetapi masih
banyak akademisi yang menggunakan teorinya. Karya beberapa akademisi tersebut
pun penulis gunakan untuk memperkuat penggunaan teori ini. Dalam mengkaji
implementasi kebijakan publik, Edward Ill mulai dengan mengajukan dua
pertanyaan, yakni: (1) Apa syarat yang harus dipenuhi untuk menyukseskan
implementasi kebijakan?; (2) Apa saja hambatan yang diterima dalam perjalanan

menuju implementasi kebijakan yang sukses? *

Edward Il berusaha menjawab dua pertanyaan tersebut dengan mengkaji
empat faktor atau variabel dari kebijakan yaitu struktur birokrasi, sumber daya,
komunikasi, dan disposisi. Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling
sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan, terlebih lagi di dalam

pemerintahan.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama
banyak pihak. Ketika strukur birokrasi tidak mengalami kecocokkan atau tidak
kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan
ketidakefektifan dan menghambat pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward llI,
terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni Standard Operational

Procedure (SOP) dan fragmentasi, teori ini digunakan pula oleh Winarno.*®

Menurut Edward 111, SOP merupakan perkembangan dari tuntutan internal

akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi

!> George C. Edward 111, Understanding Public Policy, (New Jersey: Prantice Hall, 1978),
him. 2.

16 Budi Winarno, Teori & Proses Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2005),
him. 150.
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kerja yang kompleks dan luas. SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi
implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe
personil baru untuk melaksanakan kebijakan. Semakin besar kebijakan
membutuhkan perubahan dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas
SOP menghambat implementasi.” Inilah yang patut diperhatikan, apa yang kiranya

terjadi pada beberapa LAZ setelah adanya KMA Nomor 333 Tahun 2015.

Selanjutnya, masih menurut Edward Il tentang karakteristik utama birokrasi,
yaitu fragmentasi. Edward Il menjelaskan bahwa fragmentasi merupakan
penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda
sehingga memerlukan koordinasi. Pada umumnya, semakin banyak koordinasi yang
diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan
keberhasilan program atau kebijakan. Maka sangat penting untuk dikaji, sebanyak
apa koordinasi yang dilakukan dalam hal pelaksanaan KMA Nomor 333 Tahun 2015
ini. Jika dapat diketahui jalur koordinasi, maka akan lebih mudah untuk menganalisis

keberhasilan implementasi kebijakannya.

Selain birokrasi, Edward juga menjadikan sumber daya sebagai objek kajian.
Menurutnya, sumber daya yang tidak mencukupi akan mengakibatkan undang-
undang tidak akan diberlakukan, layanan tidak akan disediakan, dan peraturan yang
masuk akal tidak akan dikembangkan. Sumber daya sendiri menurutnya terdiri dari
staf, informasi, wewenang, dan fasilitas yang mencakup gedung, peralatan, lahan,
dan suplai. BAZNAS dan juga LAZ, apakah memiliki semua persyaratan ini untuk

membantu menyukseskan optimalisasi potensi zakat di Indonesia? Jika iya, maka

Y Edward 111, Understanding Public Policy, him. 11.
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implementasi bisa berhasil. Jika tidak, akan sangat sulit untuk mewujudkan
keberhasilan tersebut. Menurut Edward Ill, sumber daya merupakan hal penting

dalam implementasi kebijakan yang baik.*®

Tidak akan ada koordinasi apalagi instruksi tanpa adanya komunikasi yang
baik. Maka komunikasi menjadi hal yang juga patut dikaji untuk mengetahui sejauh
mana keberhasilan implementasi kebijakan dari KMA Nomor 333 Tahun 2015.
Komunikasi sangat penting, karena merupakan salah satu variabel utama yang
mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Komunikasi sangat menentukan
keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan.® Edward Il
mengemukakan tiga indikator keberhasilan komunikasi. Tiga indikator tersebut
adalah transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Kesalahan dalam transmisi akan
menyebabkan miskomunikasi yang berujung kesalahan pengerjaan program. Tanpa
kejelasan dalam komunikasi, informasi tidak tersampaikan dengan benar atau
mengambang. Tanpa konsistensi, penjelasan akan berubah-ubah yang menyebabkan
kebingungan pelaksana di lapangan. Maka apakah komunikasi yang terjadi dari
birokrat ke bawah berjalan baik atau justru buruk. Ini menentukan keberhasilan

implementasi kebijakan KMA Nomor 333 Tahun 2015.

Terakhir, ada disposisi sebagai variabel keempat yang dikemukakan Edward
1 menyoal keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Menurutnya, disposisi
merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi

implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan

18 | eo Agustino, Politik dan Kebijakan Publik, (Bandung: AIPI Bandung, 2006), him. 158-
159.
' Ibid, him. 157.
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atau sikap positif yang berarti adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan
maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana
sesuai dengan keputusan awal. Sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau
menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka

implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.?°

Birokrasi, sumber daya, komunikasi, dan disposisi. Keempat hal ini jika
dikaji akan menjawab dua pertanyaan Edward Ill di atas tentang apa saja Syarat yang
harus dipenuhi dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam menuju keberhasilan
implementasi kebijakan. Dengan menggunakan teori George Edward Ill sebagai
pisau analisis, dampak KMA Nomor 333 Tahun 2015 terhadap kinerja LAZ dan

optimalisasi potensi zakat di Indonesia akan dapat terjawab.

Untuk menambah keakuratan analisis, dibutuhkan indikator keberhasilan dari
KMA Nomor 333 Tahun 2011. Indikator itu dapat ditemukan dari teori yang
dirumuskan oleh Bridgman dan Davis dalam tulisan Suharto. Setidaknya ada 6

prasyarat yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, yakni:*

1. Didasari oleh teori dan kaidah-kaidah ilmiah mengenai bagaimana
program atau peraturan beroperasi.

2. Memiliki langkah-langkah yang tidak terlalu banyak dan kompleks. Hal ini
dikarenakan semakin banyak dan kompleks langkah-langkah sebuah
kebijakan, semakin besar kesulitan yang dihadapi kebijakan itu akibat

banyaknya kesalahpahaman dan pertentangan yang timbul.

20 Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik, him. 142-143.
2! Edi Suharto, Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2008), him.
37.
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3. Memiliki prosedur dan akuntabilitas yang jelas. Hal ini dikarenakan
implementasi akan gagal apabila tanggung jawab pelaksanaan dipikul oleh
terlalu banyak pemain atau lembaga pelaksana.

4. Pihak yang bertanggung jawab memberikan pelayanan harus terlibat dalam
perumusan kebijakan.

5. Melibatkan monitoring dan evaluasi yang teratur. Pengawasan dan
evaluasi ini sangat diperlukan agar implementasi kebijakan berjalan
efektif.

6. Para pembuat kebijakan harus memberi perhatian yang sungguh-sungguh
terhadap implementasi seperti halnya dalam membuat perumusan

kebijakan.

Ada beberapa faktor yang dapat membuat implementasi kebijakan dikatakan

berhasil. Faktor-faktor tersebut menurut Agustino, di antaranya adalah:*

1. Respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah.
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan.

3. Adanya sanksi hukum.

4. Adanya kepentingan publik.

5. Adanya kepentingan pribadi.

6. Masalah waktu

Beberapa pendapat yang telah dipaparkan memberikan informasi, bahwa
implementasi dikatakan berhasil apabila kebijakan yang telah ditentukan oleh

pemerintah dapat dipenuhi pelaksanaannya. Keberhasilan implementasi itu sendiri

%2 eo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2008), him. 157-160.
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ditentukan oleh beberapa prasyarat yang telah dijabarkan, serta faktor-faktor yang
mendukung agar kebijakan dapat terimplementasi. Dengan demikian, Kkita dapat

mengukur pengaruh dari KMA 333.

Pengaruh positif ataupun negatif harus diukur dari berbagai aspek. Salah satu
aspek yang harus dilihat adalah efektivitas LAZ-LAZ yang direkomendasikan
BAZNAS dalam menjalankan programnya. Maka, sebagaimana yang diungkapkan
olen Nur Efendi selaku ketua Forum Zakat, ada beberapa indikator keberhasilan

LAZ, di antaranya:*

1. Kepatuhan (compliance) terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Peningkatan penghimpunan dan pemerataan distribusi zakat.
3. Peningkatan hasil pengentasan kemiskinan melalui dana zakat.

4. Penguatan kemitraan strategis antar stakeholder.
F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian
kualitatif dengan studi kasus vyaitu penelitian yang dilakukan untuk
mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi
lingkungan objek penelitian. Dengan demikian, sebagaimana yang dinyatakan
oleh Cresswell, penulis membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-

kata, laporan dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi

2 Forum Zakat, “Inilah Indikator Keberhasilan Sistem Pengelolaan Zakat”, dalam
https://forumzakat.org/blog/inilah-indikator-keberhasilan-sistem-pengelolaan-zakat/ diakses tanggal
28 Juli 2018.



https://forumzakat.org/blog/inilah-indikator-keberhasilan-sistem-pengelolaan-zakat/
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yang dialami.?* Dalam hal ini, penulis mengusahakan agar langsung mencari
sumber data yang valid kepada LAZ swasta di DIY. LAZ tersebut di

antaranya adalah PKPU dan Rumah Zakat.
2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian adalah KMA Nomor 333 Tahun 2015 dengan

dampaknya terhadap pendistribusian zakat di DIY.
3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data,

metode yang digunakan antara lain:
a. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses mendapatkan informasi dengan cara
bertanya langsung dengan responden yang ditujukan pada orang-orang
tertentu. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak terkait, dalam hal

ini adalah pimpinan LAZ yang penulis tuju.

b. Metode Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data secara tertulis,
berupa catatan, transkrip, arsip, dokumen, buku tentang pendapat
(doktrin), teori, dalil-dalil, atau hukum, dan lain-lain yang

berhubungan dengan masalah penelitian.?

24 John W. Cresswell, Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches, (London:
Sage Publication, 1998), him. 15.
% Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung : Pustaka Setia, 2008), him. 191.
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4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
ilmu politik dengan teori kebijakan substantif, yakni suatu kebijakan dilihat
dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Proses analisis
bersifat  induktif,  yaitu  dengan mengumpulkan, menyusun,
mengklasifikasikannya serta menganalisis implementasi dan pengaruh yang
diberikan oleh KMA Nomor 333 Tahun 2015 terhadap pendistribusian zakat

di DIY.%®

G. Populasi dan Sampel
1.  Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa LAZ di Daerah
Istimewa Yogyakarta.
2. Sampel
Sampel dalam penelitian ini adalah PKPU, Inisiatif Zakat Indonesia,

dan Rumah Zakat.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika ini disusun penulis menjadi lima bab pembahasan,
yaitu:
Bab pertama berupa pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan dan

menjelaskan tentang latar belakang masalah, pokok dan rumusan masalah, tujuan

% |skandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitaif dan Kualitatif),
(Jakarta: Gaung Persada Grup, 2008), him. 61.
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dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, hipotesis, metode
penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang Zakat dan Peraturannya di Indonesia. Penulis akan
mengemukakan gambaran singkat tentang zakat, kemudian menjabarkan sejarah
peraturan zakat di Indonesia.

Bab ketiga berisi analisis kebijakan menteri agama. Penulis akan
memaparkan beberapa hal yang melatarbelakangi munculnya KMA Nomor 333
Tahun 2015, dari analisis kebijakan publik, adanya politik hukum, hingga hal-hal
lain yang mungkin memengaruhi keputusan.

Bab keempat berisi analisis dampak KMA Nomor 333 Tahun 2015 terhadap
optimalisasi potensi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ swasta. Pada
bab ini, penulis mengemukakan hasil penelitian yang penulis lakukan.

Bab kelima ialah bab terakhir. Bab ini memaparkan kesimpulan dari
keseluruhan pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang dapat

disampaikan oleh penulis dalam penulisan tesis ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menyesuaikan antara rumusan masalah dengan data-data yang didapat oleh

penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1)

2)

Implementasi KMA Nomor 333 Tahun 2015 berjalan baik di DIY. Terbukti
dengan adanya sepuluh LAZ yang terdaftar sebagai LAZ rekomendasi
BAZNAS. Ketaatan hukum dari sepuluh LAZ tersebut menunjukkan
implementasi KMA Nomor 333 Tahun 2015. Namun, belum ada satupun
LAZ yang tidak taat KMA yang dikenakan sanksi. KMA Nomor 333 Tahun
2015 tidak memuat sanksi tertentu bagi yang melanggar aturan. Perihal
sanksi dikembalikan kepada UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat. Sanksi tersebut adalah Sanksi administratif, sebagaimana yang
tercantum dalam pasal 36 secara berturut-turut yaitu peringatan tertulis,
penghentian sementara dari kegiatan, dan/atau pencabutan izin.

Pendisribusian zakat di DIY oleh para LAZ swasta justru mengalami
kenaikan. Laporan dari Rumah Zakat, 1ZI, dan PKPU menunjukkan adanya
kenaikan pendistribusian zakat dari tahun ke tahun, sejak sebelum hingga
sesudah adanya KMA Nomor 333 Tahun 2015, meskipun pendistribusian
Rumah Zakat DIY menurun secara presentase. Dengan demikian, KMA
Nomor 333 Tahun 2015 tetap berpengaruh positif terhadap pendistribusian

zakat di DIY.
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B. Saran

Pemerintah harus mengkaji lebih dalam ketika membuat keputusan demi
terciptanya kondusivitas antara pemerintah dan masyarakat, termasuk dalam bidang
zakat. Dengan segala tujuan mulia yang ditawarkan oleh zakat, pemerintah harus
mencurahkan perhatian yang besar untuk dapat mengoptimalkan potensinya, dengan
membuat regulasi yang baik dan tepat guna. Selain itu, harus ada penindakan tegas
bagi LAZ yang tidak mengindahkan aturan pemerintah. Terlebih lagi soal zakat,
yang menjadi kewajiban bagi umat Islam. Bagi yang tidak membayar akan mendapat
dosa, bagi yang tidak mendapatkan haknya akan membuat PR pemerintah dalam hal
pengentasan kemiskinan makin menumpuk.

Masyarakat juga harus proakfif untuk mengetahui hukum dan memperbaiki
kualitas pengetahuan sosialnya, khususnya tentang potensi zakat. Bagi LAZ yang
sudah direkomendasikan agar lebih banyak memperluas jaringan agar pengelolaan
zakat makin optimal. Jika demikian, masyarakat dapat memberikan kontribusi

kepada negeri, dan pemerintah mampu memberikan fasilitas yang memadai.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1: Pengumuman Lembaga Amil Zakat berizin dari BAZNAS DIY

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAFTAR LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) YANG SUDAH BERIZIN
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Lampiran 2: Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara
Oleh: Zaky Ramadhan

KMA Nomor 333 Tahun 2015 merupakan turunan dan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 14 Tahun 2014 pedoman pemberian izin LAZ. Dalam regulasi baru ini, ada
tiga tingkatan LAZ, yaitu LAZ Nasional (Laznas), LAZ provinsi, dan LAZ
kabupaten/kota. Salah satu persyaratan yang tercantum dalam KMA Nomor 333
Tahun 2015 adalah adanya batasan penghimpunan dana minimal Rp 50 miliar untuk
Laznas, Rp 20 miliar untuk LAZ provinsi, dan Rp 3 miliar untuk LAZ
Kabupaten/kota.

1. Bagaimana pendapat Anda tentang KMA No. 333/2015?

2. Apa dampak yang dihasilkan dari KMA No. 333/2015 kepada lembaga Anda?

3. Apa pengaruh positif dan negatif dari penetapan KMA No. 333/2015?

4. Apakah ada sanksi khusus bagi lembaga yang melanggar KMA No.
333/2015?

5. Apakah KMA No0.333/2015 ini mempengaruhi distribusi zakat, khususnya di
DIY?



Lampiran 3: Transkrip Wawancara dengan Rumah Zakat

KMA Nomor 333 Tahun 2015 merupakan turunan dan Peraturan Pemerintah

(PP) Nomor 14 Tahun 2014 pedoman pemberian izin LAZ. Dalam regulasi baru ini,
ada tiga tingkatan LAZ, yaitu LAZ Nasional (Laznas), LAZ provinsi, dan LAZ

kabupaten/kota. Salah satu persyaratan yang tercantum dalam KMA Nomor 333

Tahun 2015 adalah adanya batasan penghimpunan dana minimal Rp 50 miliar untuk

Laznas, Rp 20 miliar untuk LAZ provinsi, dan Rp 3 miliar untuk LAZ

Kabupaten/kota.

1.

2.

Bagaimana pendapat Anda tentang KMA No. 333/2015?

KMA No0.333 ini muncul dari UU No.23 tahun 2011 tentang zakat. Ini
menjadi sarana untuk merapikan pengelolaan dana zakat di Indonesia,
memacu untuk lebih profesional. Masyarakat juga tidak bingung untuk
memilik, mereka lebih bisa percaya kepada LAZ. Pada sisi negatifnya, jadi
banyak LAZ kecil yang belum siap, karena tidak semua elemen masyarakat
kecil untuk menghimpun dan mengelola dana zakat. Mereka mungkin sudah
memenuhi syarat dalam syariat untuk menghimpun dan mengelola, tetapi

belum memenuhi legalitas

Apa dampak yang dihasilkan dari KMA No. 333/2015 kepada lembaga Anda?
Secara nasional, sejak tahun 1998, kita terus berbenah. Secara sistem Kita
sudah menyesuaikan terus dengan aturan pemerintah. Seperti misalnya setiap
amil sudah punya BPJS, kami sebelum ada aturan itu sudah memenuhi.
Dengan adanya ini, di DIY sendiri kita merasa tertolong, karena RZ sudah

mendapat izin di kanwil kemenag. Secara legal sudah mengantongi izin,



sehingga ini berpengaruh pada bargaining position. Kanwil DIY juga sering
merekomendasikan RZ kepada masyarakat. Secara trust, ini membuat donatur
makin percaya kepada RZ.

3. Apa pengaruh positif dan negatif dari penetapan KMA No. 333/2015?

4. Memberikan bargaining di mata masyarakat dengan semakin legalnya
lembaga, lembaga jadi memiliki mitra; mereka yang tidak bisa mendapat
legalitas bisa menjadi mitra dari LAZ yang legal. Negatifnya: banyak lembaga
zakat yang jadi tidak legal.

5. Apakah ada sanksi khusus bagi lembaga yang melanggar KMA No.
333/2015?
Surat teguran, surat pembekuan LAZ ybs sampai lembaga tersebut
memperbaiki, dan akhirnya mencabut izin. Di DIY sendiri, konsekuensi dari

pidana dsb belum berjalan.

6. Apakah KMA No0.333/2015 ini mempengaruhi optimalisasi potensi zakat,
khususnya di DIY?
Sejauh ini selalu positif. Artinya walau ada perubahan dalam kebijakan

pemerintah, RZ sendiri termotivasi untuk bekerja lebih baik.

Lampiran 4: Transkrip Wawancara dengan PKPU

KMA Nomor 333 Tahun 2015 merupakan turunan dan Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 14 Tahun 2014 pedoman pemberian izin LAZ. Dalam regulasi baru ini,
ada tiga tingkatan LAZ, yaitu LAZ Nasional (Laznas), LAZ provinsi, dan LAZ
kabupaten/kota. Salah satu persyaratan yang tercantum dalam KMA Nomor 333

Tahun 2015 adalah adanya batasan penghimpunan dana minimal Rp 50 miliar untuk



Laznas, Rp 20 miliar untuk LAZ provinsi, dan Rp 3 miliar untuk LAZ
Kabupaten/kota.

1. Bagaimana pendapat Anda tentang KMA No. 333/2015?
Adanya KMA ini sebagai turunan dari beberapa peraturan pemerintah, salah
satunya UU No. 23 tahun 2011 tentang pedoman zakat. Kami diberi waktu 5
tahun sejak sosialisasi 2011. Kami melakukan spin-off agar lebih maksimal
dalam pengelolaan zakat. Secara pribadi menyambut baik adanya KMA ini,
karena banyak LAZ yang tidak legal menghimpun dana dan tidak bisa
dipantau kemana dananya. Peraturan ini akan lebih mengoptimalkan dana

zakat.

2. Apa dampak yang dihasilkan dari KMA No. 333/2015 kepada lembaga Anda?
Dampak pertama adalah spin-off kami dari pengelola zakat sekaligus lembaga
kesejahteraan sosial, jadi hanya LKS saja. Untuk pengelolaan zakat di-handle
I1Z1 agar lebih fokus dan maksimal. Dana ZIS sebelum kami spin-off itu ada
30%, selebihnya dana umum sebesar 70%, sehingga dampak yang kami
terima adalah kekurangan dana sebesar 30%. Donatur kami justru ada yang

“pindah” ke lembaga lain.

3. Apa pengaruh positif dan negatif dari penetapan KMA No. 333/2015?
Positifnya: secara penataan kelembagaan jadi lebih terkontrol, sehingga trust
kepada lembaga menjadi lebih tinggi. Lembaga yang tidak legal bisa
menginduk atau menjadi UPZnya lembaga resmi. Pengelola zakat jadi
khawatir jika ingin mengelola zakat. Negatifnya ya seperti tadi yang
disebutkan di jawaban atas pertanyaan nomor dua.

4. Apakah ada sanksi khusus bagi lembaga yang melanggar KMA No.
333/2015?



Jelas ada. Tapi belum pernah menemukan adanya sanksi bagi yang
melanggar.

5. Apakah KMA No0.333/2015 ini mempengaruhi distribusi zakat, khususnya di
DIY?

Tidak tahu pasti. Saya harus cek ke bagian keuangan.

Lampiran 5: Transkrip Wawancara dengan Inisiatif Zakat Indonesia

KMA Nomor 333 Tahun 2015 merupakan turunan dan Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 14 Tahun 2014 pedoman pemberian izin LAZ. Dalam regulasi baru ini,
ada tiga tingkatan LAZ, yaitu LAZ Nasional (Laznas), LAZ provinsi, dan LAZ
kabupaten/kota. Salah satu persyaratan yang tercantum dalam KMA Nomor 333
Tahun 2015 adalah adanya batasan penghimpunan dana minimal Rp 50 miliar untuk
Laznas, Rp 20 miliar untuk LAZ provinsi, dan Rp 3 miliar untuk LAZ
Kabupaten/kota.

1. Bagaimana pendapat Anda tentang KMA No. 333/2015?
Setelah dikeluarkan, saya mengalami kesulitan dalam mengelola zakat. Dalam
UU lama, kita bebas memiliki kantor dimana saja. Sedangkan dengan adanya
KMA ini, kita —yang dulunya PKPU- harus menyesuaikan diri. Untuk tingkat
nasional, Rp50 miliar itu mudah, tetapi untuk provinsi mencapai Rp20 miliar
cukup sulit. Karena cabang provinsi hanya mendapat Rp15 miliar sebagai
pencapaian tertinggi. Seakan-akan kami dipinggirkan oleh pemerintah.
Banyak LAZ yang sampai saat ini tidak punya izin. Ada sekitar 39 yayasan
yang mengelola zakat di DIY. Karena amandemen UU tahun 2011, dan saat
itu negara sedang memerangi terorisme, mungkin pemerintah mencurigai

banyak LAZ yang menyalurkan dana untuk aktivitas terorisme.
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. Apa dampak yang dihasilkan dari KMA No. 333/2015 kepada lembaga Anda?
IZ1 itu memang lahir di antara faktor penyebabnya adalah KMA No.
333/2015. PKPU melakukan spin of sejak adanya KMA itu. UPZ yang semula
ada kemudian dihapuskan, diakali dengan adanya mitra. 1ZI sendiri akan

mengadakan Mitra IZ1.

. Apa pengaruh positif dan negatif dari penetapan KMA No. 333/2015?

- Positif: karena harus mendapat perizinan, maka LAZ jadi punya dokumen
yang lengkap, tertib, dan akuntabel.

- Negatif: Banyak LAZ yang tidak legal, sehingga pengelolaan zakat jadi

tersendat.

. Apakah ada sanksi khusus bagi lembaga yang melanggar KMA No.
333/2015?

Delik pidana. Pasal 39 ayat 40-41 (UU No0.23/2011 Tentang Zakat). Tapi
belum pernah melihat dan mendengar ada yang kena sanksi walau menurut

saya jelas melanggar.

. Apakah KMA No0.333/2015 ini mempengaruhi distribusi zakat, khususnya di
DIY?

Kami tidak memiliki data, karena IZI lahir setelah adanya KMA itu.
Penghimpunan seluruh LAZ dan UPZ di tahun 2017 hampir 4 trilyun. Pada
tahun 2017, 1ZI DIY berhasil menghimpun 1,6 milyar, sedangkan 2016
kisaran 1,4 milyar. Data itu ada di PKPU.

Vil
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